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BAB I DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN  

A. Membangun Integritas  

 Integritas merupakan gambaran diri dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku 

dan tindakan sehari-hari. Integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan 

yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Kadang orang berbicara sebatas di bibir saja 

sedangkan hatinya berisi kesombongan, iri, dengki, dendam, dan emosi. Orang yang 

memiliki integritas biasanya berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara sehingga perilaku 

dan tindakannya sesuai dengan apa yang diucapkan. Integritas seseorang senantiasa 

mendapat ujian yang bentuknya dapat berupa jabatan, wanita, harta, keluarga, uang, sedikit 

ketakutan, sedikit kelaparan, dan sebagainya. Integritas merupakan sebuah rasa sabar dan 

syukur. Orang yang berintegritas ketika mendapat ujian akan bersabar dan ketika menerima 

kebahagian akan bersyukur. 

Definisi Integritas sesuai dengan Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 

2000, Integritas adalah konsentrasi berprilaku yang selaras dengan nilai, norma dan atau 

etika organisasi dan jujur dalam hubungan dengan atasan, rekan kerja, bawahan langsung 

dan pemangku kepentingan, serta mampu mendorong terciptanya budaya etika tinggi 

bertanggungjawab atas tindakan atau keputusan beserta dengan resiko yang menyertai dan  

Integritas sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI nomor 4 Tahun 2019 adalah 

totalitas sikap yang menunjukkan komitmen, ketaatan dan konsistensi terhadapa etika dan 

moral. 

Integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan utuh sehingga 

memiliki potensi dan kemampuan untuk memancarkan kewibawaan dan kejujuran menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Integritas itu memiliki tiga tindakan kunci (key action). 

Pertama, bekerja secara jujur dan benar agar menyajikan hal-hal yang objektif. Kedua, 

memegang komitmen (keeping commitment) dengan cara tidak membocorkan rahasia. Dan 

ketiga, konsisten melakukan aktivitas (behaviour consistently) dengan cara tidak 

menampakkan kesenjangan antara kata dan perbuatan (Harefa, 2000).  

           Integritas dalam kode etik sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan 

Sekretariat Jenderal DPR RI harus berprilaku jujur dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

sebagai ASN, menjunjung harkat, martabat dan kehormatan Dewan dan Sekretariat Jenderal 

DPR RI , menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak meminta atau menerima 

secara langsung atau tidak langsung, hadiah, bantuan atau bentuk lain yang tidak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak merugikan orang lain dan negara, 

menjaga informasi yang bersifat rahasia, menghormati perbedaan, tidak diskriminatif dan 
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tidak mengintimidasi rekan kerja. Selain itu dalam standar kompetensi jabatan, integritas 

merupakan unsur terpenting dari 9 (sembilan) kompentensi yang harus dimiliki ASN serta 

dapat diukur. Sebagai ASN di lingkungan Sekretaris Jenderal DPR RI wajib memberikan 

dukungan kepada Dewan dan dan pelayanan kepada masyarakat, sesama ASN atau pihak 

lain secara akuntabel, professional, berintegritas dan tidak diskriminatif.  

   Oleh karena itu Integritas dibutuhkan oleh seorang pemimpin dimana sebagai 

pemimpin dapat membawa yang dipimpin menjadi lebih baik dan akan memberikan 

pelayanan kepada siapa saja yang dipimpinnya, bukan sebaliknya. Sedangkan pengikut atau 

yang dipimpin akan melayani pimpinannya dengan baik selama pemimpin tersebut 

menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Integritas berhubungan erat dengan dedikasi dan 

upaya untuk mencapai tujuan. Dengan Integritas diharapkan dapat menjaga seseorang agar 

tidak keluar dari “jalur” dalam upaya memperoleh sesuatu atau dalam mencapai tujuan. 

Maka, seseorang yang berintegritas, tidak akan mudah terjebak penyalahgunaan wewenang, 

melanggar hukum/aturan, menghalalkan segala cara dan melakukan tidakan-tindakan tidak 

terpuji lainnya. Dengan membentuk nilai-nilai integritas yang baik, maka tujuan organisasi 

dapat tercapai.  

 Dalam memimpin aksi perubahan, Project Leader menerapkan nilai-nilai integritas. 

Sebagai pemimpin aksi perubahan, Project Leader menempatkan diri sebagai teladan untuk 

lingkungan sekitar. Selain menerapkan untuk diri sendiri, Project Leader juga berupaya 

untuk menularkan nilai integritas kepada lingkungan kerjanya, khususnya untuk staf yang 

berada di bawah pembinaan langsung oleh Project Leader.  

    Integritas pada dasarnya menyangkut perilaku, proses, dan prosedur (dalam arti luas) 

dan bukan tentang isi dari output atau hasil sosial (outcome). Salah satu integritas yang 

diwujudkan adalah dengan memimpin langsung aksi perubahan yang dilakukan melalui 

rapat, koordinasi tim, analisis, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), penyusunan 

Draft Perjanjian kerjasama sampai dengan penanandatanganan perjanjian kerjasama dapat 

dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan dalam milestone jangka pendek, serta berdasarkan 

komitmen bersama.  

Hal ini sangat berkaitan dan mendukung pencapaian kinerja organisasi, khususnya 

Biro Protokol dan Humas, dalam memberikan dukungan pelayanan keprotokolan Bagi 

Dewan dan Sekretaris Jenderal DPR RI. Dengan adanya aksi perubahan ini, diharapkan akan 

mendorong pencapaian kinerja organisasi sehingga tidak hanya untuk memenuhi Indikator 

Kinerja Utama (IKU) organisasi tetapi juga berdampak pada tercapainya indeks kepuasan 

Anggota DPR RI terhadap pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. 
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Dalam mengimplementasikan aksi perubahan ini, Project Leader menerapkan 

kepemimpinan transformasional yang berorientasi kepada proses. Kepemimpinan pada 

dasarnya adalah peristiwa yang tergantung pada interaksi antara pemimpin dan pengikut. 

Project Leader melibatkan dan meminta pendapat kepada Tim Efektif dalam setiap tahapan 

implementasi jangka pendek ini. Project Leader senantiasa membangun komunikasi baik 

formal maupun secara personal kepada Tim Efektif untuk menciptakan tim yang solid.  

 

B. Pengelolaan Budaya Pelayanan  

          Berkaitan dengan upaya melaksanakan aksi perubahan melalui Optimalisasi 

Pelayanan Keprotokolan di bandara bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia, maka perlu ditumbuh kembangkan budaya pelayanan publik, khususnya Sub 

Bagian Acara Pimpinan DPR RI dan Sekretaris Jenderal di bagian Bagian Protokol Hal ini 

dimaksudkan agar aksi perubahan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sehingga 

kinerja pelayanan keprotokolan bagi anggota DPR RI dan Sekretariat Jenderal  dapat dicapai 

secara optimal.  

Pelayanan keprotokolan di bandar udara bagi Anggota DPR RI dan Sekretariat 

Jenderal ini merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan oleh Biro Protokol dan Humas, 

dalam memberikan pelayanan terhadap Hak keprotokolan Anggota DPR RI dan menjaga 

harkat, martabat dan kehormatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya melakukan perjalanan dengan menggunakan moda 

transportasi udara, baik dengan tujuan perjalanan Domestik maupun tujuan Internasional.  

Standar Pelayanan Keprotokolan di Bandara ini juga sudah tertuang dalam maklumat dan 

standar pelayanan pada keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 

1770/SEKJEN/2020.  

Pelayanan atau dukungan pelayanan keprotokolan di bandar udara bagi anggota DPR 

RI dan Sekretariat Jenderal telah dilakukan selama ini oleh Biro Protokol dan Humas dan 

dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan Sekretariat Jenderal telah 

mewujudkannya dengan melakukan kerjasama pelayanan keprotokolan di bandar udara 

melalui perjanjian kerjasama pelayanan di bandar udara baik dengan penyelenggara 

pemerintahan di bandar udara seperti PT. Angkasa Pura II (Persero), Gapura Angkasa, 

Koperasi Satya Ardhia dan PT. Bumi Liputan jaya maupun dengan PT. Garuda Indonesia 

dari sisi penyedia Jasa pelayanan Angkutan Udara. Kerjasama layanan tersebut meliputi 

layanan penjemputan keberangkatan dan kepulangan, Priority Check in, fast track, ground 

handling dan lounge.  
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Berdasarkan data layanan keprotokolan di bandara dalam 2 Tahun  terakhir di Era 

Pandemi dan data laporan kegiatan pelayanan keprotokolan dibandara dari bulan Januari 

sampai dengan April Tahun 2022, Intensitas perjalanan anggota DPR RI dengan 

menggunakan moda transportasi udara melalui bandar udara tetap tinggi adapun dalam 

pemberian pelayanan keprotokolan dibandara ini masih belum optimal karena pelayanan 

keprotokolan yang diberikan terkait dengan kerjasama pelayanan dengan jasa penyedia 

angkutan udara saat ini hanya dengan 1 penyedia jasa angkutan udara saja dan ini 

merupakan permasalah tersendiri dimana pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa 

angkutan udara yang sudah ada kerjasama pelayanan tentunya akan berbeda dengan 

penyedia jasa angkutan udara yang belum ada kerjasama pelayanan. Tentunya hal ini 

menjadikan kendala dalam pemberian pelayanan keprotokolan di bandara bagi Anggota 

DPR RI dalam hal pemberian pelayanan seperti Prioritas, priviledge dan flexibilitas.  

Untuk meningkatkan kinerja Bagian Protokol dalam memberikan dukungan 

pelayanan keprotokolan di bandar udara kepada Pimpinan, Anggota DPR RI dan Sekretaris 

Jenderal  salah satu upaya perubahan yang perlu dilakukan adalah dengan Melakukan 

kerjasama pelayanan Pelayanan Keprotokolan dengan mencakup semua aspek pelayanan 

moda transportasi terutama dari sisi layanan penyedia jasa angkutan udara.   

C. Pengelolaan Tim  

Keterampilan untuk bisa bekerja sama di dalam sebuah tim adalah salah satu soft skill 

yang harus dimiliki oleh setiap komponen organisasi. Hal ini sangat penting, mengingat 

Gambar 1.1  Sumber data : Laporan Kinerja Biro Protokol dan Humas Tahun 2021  
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untuk mencapai tujuan utama organisasi diperlukan kerjasama yang kompak antar tiap 

individu. Dengan pengelolaan Tim Efektif yang baik, maka dapat mempercepat tercapainya 

tujuan, menambah kreativitas dalam penyelesaian masalah dan meningkatkan kualitas 

penyelesaian masalah.  

Dalam melaksanakan aksi perubahan ini Project Leader menggunakan prinsip POAC, 

yang terdiri dari Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Prinsip ini digunakan 

dengan mendasarkan pada analisis atas individu, tim, organisasi, dan faktor eksternal. 

Adapun tahapan - tahapan yang dilakukan oleh Project Leader adalah sebagai berikut :  

1.  Planning (Pembentukan tim)  

Tim Efektif ditetapkan dengan Surat Tugas dari Plt. Kepala Biro dan Dumas pada 

tanggal 22 September 2021 (). Tim Efektif terdiri dari 15 (lima belas) orang, yang terdiri 

dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dan kepentingan atas adanya aksi 

perubahan optimalisasi pelayanan keprotokolan di bandar udara bagi anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini. Tim Efektif disusun dengan beranggotakan 

dari Bagian Protokol sebagai locus aksi perubahan, Bagian Perjalanan, Bagian 

Keuangan, Bagian Pembentukan Produk Hukum sebagai unit yang mengelola produk 

hokum serta Bagian Organisasi dan Tata Laksana terkait dengan proses bisnis dan 

sistem kerja.  

2. Tim Efektif dibentuk berdasarkan kebutuhan dan keterkaitan dalam menjalankan aksi  

perubahan. Tim dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok kerja, yaitu substansi, administrasi 

dan Acara dengan rincian sebagai berikut:  

 
Kelompok 

Kerja 
Nama Anggota Jabatan 

Substansi 

1. Turi Handayani, S.Sos Kasubag Alat Kelengkapan Dewan 

2. Martiasih Nursanti, S.E., 

M.E 
Kasubag Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dewan 

3. Pradina Kurnia Sari 

Hidayah, S.H 
Kasubag Perumusan Produk Hukum 

4. SyaifulAnwar, S.IP.,M.E Kasubag Tata Laksana 

5. Agustin Eka Pertiwi, 

S.I.Kom 
Analis Protokol 

6. Edy Susilo, S.H Analis Hukum 

7. Dimaz Reza Prakasita, 

S.M 
Analis Tata Laksana 

8. Achmad Chairul Razak Kepala Supervisor Bandara 

9. Beni Koesbandoro Wakil Supervisor II 

10. Azis Akbar Abdani Kepala Shift Soetta 

11. Zanki suleman Kepala Shift Halim 

Administrasi 1. Indrianto, S.H Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum 
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2. Desita Annisa Yuliana, 

S.Sos 
Analis Protokol 

3. Fakhri Uzair, S.I.Kom Analis Protokol 

4. Destriana Rachma 

Riandini, S.M. 
Analis Tata Laksana  

5. Ratna Sari Pengelola Data  

6. Cathy Soraya permatasari Administrator Bandara Soekarno Hatta  

7. Indah Savitri, SE,. MM  Administrator Bandara Halim Perdana Kusuma 

Acara 

1. Ikawati, S.E.,M.M Kasubag Penyelenggaraan Upacara DPR RI dan 

Sekretariat Jenderal 

2. Andi Erio, S.A.P Analis Protokol 

3. Fakhri Uzair, S.I.Kom Analis Protokol 

4. Ali, A.Md Pranata Acara 

 

 

3. Actuating (Pelaksanaan) 

Dalam pelaksanaan Aksi perubahan, Komunikasi dan koordinasi senantiasa ditekankan 

oleh Project Leader kepada Tim Efektif dalam pelaksanaan tugas. Project Leader juga 

terus mememastikan tersedianya dukungan untuk semua anggota tim agar melakukan 

tugas dengan sebaik-baiknya. Saling memberikan kepercayaan antar anggota tim juga 

dilakukan dengan memfasilitasi komunikasi yang baik sesama anggota tim tentunya 

agar tercapainya tujuan aksi perubahan ini.  

4. Controlling (Pengawasan)  

Project Leader turut berperan aktif dalam kegiatan yang dilakukan untuk memastikan 

tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu, Project Dalam hal terdapat 

permasalahan, kendala maupun hambatan, anggota tim dapat langsung menyampaikan 

kepada Project Leader untuk dibahas dan mencari solusi Bersama dan tentunya evaluasi 

secara berkala akan terus dilakukan untuk mengetahui perkembangan pencapaian tim 

dalam mendukung aksi perubahan.  

Untuk memaksimalkan hasil kerja agar dapat tercapai sesuai dengan jadwal yang 

diharapkan Project Leader membangun hubungan intrapersonal dengan anggota tim, jadi 

tidak hanya membangun hubungan prosfesional, hal ini diperlukan untuk mengetahui potensi 

dan minat yang dimiliki oleh setiap anggota tim terhadap aksi perubahan yang sedang 

berjalan.  

Dalam proses aksi perubahan ini Project Leader juga menyelenggarakan kegiatan 

pertemuan informal di luar kantor dengan adanya kegiatan informal ini dapat terjalin 

komunikasi dan keterikatan yang kuat dalam tim efektif selain itu melalui pendekatan ini 

Tabel 1.1  Pembagian Tugas Tim Efektif 
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Project Leader mendapatkan banyak sekali informasi dan data yang sangat berharga dalam 

aksi perubahan yang sedang dilakukan tentunya Project Leader juga menanamkan bahwa 

dalam aksi perubahan ini bukanlah untuk kepentingan pribadi melainkan juga untuk 

kepentingan organisasi dan kemajuan serta peningkatan kinerja dalam pelayanan 

keprotokolan khususnya di bandara bagi Anggota DPR RI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk menjamin keberlanjutan Optimalisasi pelayanan keprotokolan bagi anggota 

dewan di bandara melalui aksi perubahan ini project leader mendapatkan dukungan dari 

stakeholder, melalui strategi pendekatan dan komunikasi yang tepat, stakeholder yang 

pada awalnya memiliki tingkat interest yang rendah menjadi memberikan dukungannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 diskusi informal dengan Tim Efektif  

Gambar 1.3  Window Stakeholder sebelum adanya Aksi 
Perubahan  
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Pergeseran Stakeholders pada kuadran Laten yang sebelumnya memiliki tingkat 

interest yang rendah dan tidak memiliki kepentingan besar dalam aksi perubahan ini, 

namun memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi bergeser ke kuadran Promoters dan 

memberikan dukungannya,  

Anggota Dewan dan Pimpinan Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, Bapak 

Fadlizon dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya ( F.Gerindra), Bapak Mardani Ali Sera dari 

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F.PKS), Bapak Hafiz Tohir dari Partai Amanat Nasional 

(F.PAN) sebagai Stakeholders memberikan apresiasi dan dukungannya terhadap 

optimalisasi pelayanan keprotokolan di bandara bagi Anggota DPR RI begitupun halnya 

dengan Sekretaris Jenderal sebagai pimpinan organisasi dan Pejabat Tinggi Pratama juga 

memberikan dukungan terhadap aksi perubahan ini. 

Begitupun halnya dengan sebagian dari Stakeholders yang sebelumnya berada pada 

kuadran Defenders bergeser dan naik menjadi promoters, stakeholder pada kuadran ini 

tidak memiliki kepentingan tinggi dan tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi aksi 

perubahan menjadi memberikan dukungannya terhadap aksi perubahan yang dilakukan 

dan memiliki kepentingan besar serta kekuatan yang tinggi terhadap aksi perubahan dan 

sekaligus dapat mengagalkan inovasi dari aksi perubahan ini. Pada kuadran Aphatetics 

juga terdapat pergeseran di mana sebelumnya PT. Citilink Group yang berada pada 

stakeholder di kuadran ini tidak memiliki kepentingan ataupun pengaruh terhadap aksi 

perubahan menjadi memiliki kepentingan tinggi dan berpengaruh terhadap keberhasilan 

1. PT. Gapura Angkasa 

2. PT. Angkasa Pura II 

3. PT. Bumi Liputan Jaya 

4. PT. Koperasi Satya Ardhia 

5. PT. Garuda Indonesia 

6. PT. Lion Air Group 

Gambar 1.4  Window Stakeholder setelah adanya  Aksi Perubahan  
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aksi perubahan ini. Adapun Strategi yang dilakukan terkait dengan pergeseran pada 

window stakeholders tersebut adalah sebagai berikut :  

1) Promoters ( High Influence / High Interest) 

Strategi : Manage Closely, dengan cara:  

- Melibatkan dalam setiap tahapan kegiatan yang telah direncanakan  

- Melibatkan dalam pengambilan keputusan;  

- Menginformasikan seluruh perkembangan pelaksanaan kegiatan.  

2) Latents (High Influence / Low Interest)  

Strategi : Keep Satisfied, dengan cara:  

- Meyakinkan bahwa aksi perubahan ini sebagai salah satu inovasi dalam 

meningkatkan kualitas dukungan Pelayanan keprotokolan di bandara bagi 

Anggota DPR RI;  

- Memaparkan manfaat yang akan didapatkan dengan adanya aksi perubahan 

ini: 

- Menginformasikan seluruh perkembangan pelaksanaan kegiatan.  

3) Defenders (Low Influence / High Interest)  

Strategi : Keep Informed  

- Melibatkan dalam proses dan tahapan kegiatan;  

- Menginformasikan seluruh perkembangan pelaksanaan kegiatan.  

4) Apathetics (Low Influence / Low Interest)  

Strategi : Monitor/Minimal Effort  

- Menginformasikan seluruh perkembangan pelaksanaan kegiatan  

  Dengan adanya perjanjian kerjasama yang akan dilakukan dengan penyedia jasa 

layanan angkutan udara ini dapat memberikan pelayanan kerprotokolan yang optimal bagi 

Anggota Dewan yang akan melaksanakan kunjungan kerja baik kelompok maupun 

perorangan dengan menggunakan moda trasnportasi udara.    

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5 Melaporkan dan Presentasi Aksi Perubahan kepada Sekretaris Jenderal DPR RI 
Bapak Dr. Ir. Indra Iskandar. M.Si 
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BAB II DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN  

 

A. Capaian Dalam Proses Perbaikan Sistem Pelayanan 

 Optimalisasi pelayanan keprotokolan di bandar udara bagi Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui penyusunan draft perjanjian kerjasama 

pelayanan jasa angkutan udara adalah sebagai aksi perubahan untuk meningkatkan 

pelayanan keprotokolan bagi Anggota DPR RI di bandar udara. Dimana sebagai Anggota 

Dewan dalam mengemban tugas dan fungsinya salah satu kegiatan yang dilakukan adalah 

dengan melakukan kegiatan kunjungan kerja, baik kunjungan kerja peorangan maupun 

kelompok, dengan menggunakan moda transportasi baik angkutan darat, air maupun udara. 

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan keprotokolan di bandara 

sebagaimana yang diharapkan oleh  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka 

Sekretariat Jenderal DPR RI telah berupaya untuk mewujudkannya dengan melakukan 

kerjasama pelayanan keprotokolan di bandara melalui perjanjian kerjasama pelayanan, 

adapun Kerjasama layanan tersebut meliputi layanan pejemputan keberangkatan dan 

kepulangan, layanan premium check in, layanan fast track, ground handling dan lounge. 

Pelayanan keprotokolan yang diberikan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia di bandara saat ini masih belum optimal, hal ini karena kerjasama 

pelayanan keprotokolan belum mencakup semua aspek pelayanan, khususnya pelayanan 

jasa angkutan udara dimana kerjasama yang dilakukan oleh Sekretariat jenderal DPR RI  

terbatas hanya pada 1 (satu) pelayanan jasa angkutan udara saja yaitu PT. Garuda Indonesia. 

Pelayanan keprotokolan bagi Anggota Dewan di bandar udara adalah sudah menjadi 

tugas dan tanggungjawab protokol bandara yang merupakan unit di bawah Project Leader  

yaitu sub bagian acara pimpinan DPR RI dan Sekretaris Jenderal.  Berkaitan dengan hal 

tersebut, Project Leader  melakukan inovasi aksi perubahan melalui penyusunan draft 

Perjanjian Kerjasama Pelayanan dengan penyedia jasa angkutan udara, adapun 

Implementasi aksi perubahan dilaksanakan dengan berpedoman pada rencana yang telah 

disusun oleh Project Leader  dan terbagi menjadi 3 (tiga) milestones, yaitu jangka pendek, 

jangka menengah, dan jangka panjang.      

NO MILESTONE 
WAKTU PELAKSANAAN 

OUTPUT 
RENCANA REALISASI 

I. TAHAP PERSIAPAN 

1 
Pembentukkan Tim 

Efektif 

Minggu ke 

1 dan 

Minggu ke 

2 April 

2022  

Minggu ke 1 dan 

Minggu ke 2 

April 2022 

Rapat Pembetukkan 

Tim Efektif, dan  

Surat Tugas Tim 

Efektif  2 
Koordinasi Tim 

Efektif 
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II. TAHAP PELAKSANAAN 

3 

Identifikasi  

pelayanan 

keprotokolan  

Minggu ke 

3april 2022 

Minggu ke 3april 

2022 

Data point – point 

Kebutuhan 

Stakeholder 

4 

Koordinasi Tim 

Efektif dan review 

peta proses bisnis, 

SOP dan  dokumen 

Perjanjian yang 

sudah ada   

substansi perjanjian 

kerjasama, dan Surat 

dukungan 

5 

Menyusun draft SOP 

penyusunan 

perjanjian kerjasama  

Minggu ke 

4 April 

2022 

Minggu ke 4 

bulan April dan 

Minggu ke 2 

Bulan Mei 2022  

Konsep Draft SOP 

penyusunan Draft 

Perjanjian Kerjasama  

6 

Penyusunan Draft 

Rancangan 

Perjanjian 

Kerjasama 

Minggu ke 

2 Mei 2022 Minggu ke 2 dan 

minggu ke 3 April 

2022 

Konsep rancangan 

Draft Perjanjian 

Kerjasama 

7 

Konsultasi draft 

rancangan perjanjian 

layanan dengan unit 

terkait 

Minggu ke 

3 dan 

Minggu ke 

4 Mei 2022 

Minggu ke 4 Mei 

2022 

SOP penyusunan 

Draft PKS  

Draft perjanjian 

kerjasama   

III. TAHAP PENGENDALIAN 

8 

Finalisasi draft 

rancangan perjanjian 

kerjasama layanan  
Juni 2022 Juni 2022 

Penandatanganan 

perjanjian kerjasama 

9 

Sosialisasi dan 

implementasi 

perjanjian kerjasama 

layanan 

Juli 2022 Juli 2022 

Sosialisasi melalui 

surat pemberitahuan 

dan pembuatan leaflet  

 

 

 

 

Kegiatan dalam proses pencapaian milestone pada jangka pendek sebagai implementasi dari 

aksi perubahan yang dilakukan, dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Kegiatan : Membentuk Tim Efektif 

Langkah pertama yang dilakukan oleh Project Leader  untuk melakukan 

implementasi aksi perubahan ini adalah membentuk Tim Efektif. Untuk membentuk Tim 

Efektif, Project Leader  berkonsultasi terlebih dahulu dengan mentor karena dalam 

penyusunan draft ini, tidak hanya melibatkan sub bagian dan pegawai di bagian protokol 

Kegiatan Tambahan  
Milestone jangka pendek yang 

dilaksanakan pada jangka menegah  
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saja tetapi juga memerlukan dukungan dari unit kerja lainnya seperti bagian hukum, 

bagian keuangan, bagian perjalanan serta bagian tata laksana. Mentor menyetujui 

rancangan dan susunan Tim Efektif yang diusulkan oleh Project Leader  dan memberikan 

arahan untuk melibatkan protokol bandara untuk masuk ke dalam Tim Efektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk membentuk Tim Efektif dengan melibatkan unit kerja lain, Project Leader  

melakukan koordinasi dan konsolidasi mengingat ini penting sekali untuk menyamakan 

persepsi mengenai aksi perubahan yang akan dilakukan, Bagian Protokol sebagai locus 

dari aksi perubahan akan menjadi salah satu key success factors. Permintaan dukungan 

dan kerjasama dari unit lain sangat perlu dilakukan mengingat keterbatasan sumber daya 

manusia dan keterkaitan dengan aksi perubahan tentunya membutuhkan dukungan dari 

semua pihak.  

Setelah melakukan kordinasi dan konsolidasi internal, Project Leader  mengadakan 

rapat koordinasi pada tanggal 5 April 2022 bertempat di ruang Rapat Bagian Protokol, 

dimana pada forum ini Project Leader  menjelaskan bahwa aksi perubahan yang akan 

dilaksanakan ini bukan semata mata hanya untuk kepentingan Pribadi semata melainkan 

juga untuk kepentingan organisasi, oleh karena itu Project Leader   meminta dukungan 

dan kerjasamanya untuk menjadi Tim Efektif agar dapat membantu tercapainya 

implementasi dari aksi perubahan ini. Untuk Protokol yang sehari hari melaksanakan 

tugas di bandara, Project Leader  melakukan komunikasi melalui telp dengan 

menghubungi kepala supervisor dan wakil supervisor serta meminta dukungan dan 

keterlibatan teman teman protokol di bandara baik bandara Soekarno hatta maupun 

bandara Halim Perdanakusuma untuk ikut berperan aktif dan masuk menjadi Tim Efektif. 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Konsultasi dengan mentor dan Koordinasi persiapan kegiatan  
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Kemudian Project Leader  melakukan koordinasi dan konsolidasi ke unit lain 

dalam rangka mendukung dan meminta masukan terkait substansi dalam implemtasi aksi 

perubahan yaitu penyusunan draft perjanjian kerjasama layanan. Pertama Project Leader  

berkoordinasi dengan bagian perjalanan karena sangat terkait dengan aksi perubahan 

yang akan dilakukan dan perjanjian kerjasama yang sudah ada dengan PT. Garuda 

Indonesia dilaksanakan oleh bagian perjalanan. 

Dalam diskusi yang dilakukan, banyak saran dan masukan yang diperoleh dalam 

rangka menyusun point – point substansi yang akan menjadi pertimbangan untuk dapat 

dimasukkan dalam draft perjanjian kerjasama, seperti bagaimana pelayanan yang akan 

diperoleh sebelum dan setelah adanya perjanjian, skema seperti apa yang akan di 

tawarkan oleh penyedia jasa dan strategi seperti untuk menyikapi skema yang ditawarkan 

tersebut, perlu data dukung terkait pelayanan jasa angkutan yang sudah ada saat ini untuk 

mengetahui intensitas dan frekuensi perjalanan anggota Dewan dengan menggunakan 

jasa penyedia angkutan udara sebagai bahan negosisasi dengan penyedia jasa sampai 

kepada bagaimana pembelian tiket apakah ada agen yang ditunjuk serta bagaimana 

proses pembayaran tagihan akan dilakukan.  

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya Project Leader   bekoordinasi dengan unit lainnya yaitu bagian 

keuangan, setelah melakukan diskusi ternyata bagian keuangan tidak terlalu berperan 

dalam penyusunan perjanjian kerjasama, untuk itu selanjutnya Project Leader  

menghadap dan berdiskusi dengan kepala Biro Keuangan untuk mendapatkan informasi 

lebih lanjut dan tentunya meminta dukungan dari jajaran di bawah Biro Keuangan untuk 

Gambar 2.2 Rapat koordinasi persiapan Aksi Perubahan dan Rapat Tim 

Efektif internal 

Gambar 2. 3 koordinasi dengan, Kabag Perjalanan dan Kasubag Perjalanan Dinas Dalam Negeri 
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menjadi Tim Efektif dan membantu implementasi aksi perubahan yang akan 

dilaksanakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam proses penyusunan draft perjanjian kerjasama yang tak kalah penting nya 

adalah melibatkan Bagian Hukum karena proses pembentukkan perjanjian kerjasama 

melalui Bagian Pembentukkan Produk Hukum (PPH) dan memang sudah selama ini 

berjalan terkait dengan penyusunan perjanjian kerjsama Bagian Protokol sebagai unit 

pengusul berkoordinasi dengan bagian hukum untuk legallitas perjanjian kerjasama. 

Berdasarkan peta proses bisnis Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat terkait 

dengan pembentukan peraturan, perjanjian kerjsama dan memorandum of understanding 

(MoU) dan Standar Operasional Prosedur yang ada, memberikan dukungan dalam proses 

penyusunan perjanjian kerjasama sudah menjadi tugas Bagian Pembentukkan Produk 

Hukum, tentunya  Project Leader  juga meminta dukungannya untuk terlibat mendukung 

dengan masuk menjadi Tim Efektif. 

Hasil dari diskusi yang Project Leader  lakukan dengan kasubag Pembentukan 

produk hukum, dalam penyusunan draft perjanjian kerjasama perlu dilakukan review 

terhadap dokumen perjanjian kerjasama yang sudah ada dan dapat menjadi bahan 

masukan yang penting dalam penyusunan draft perjanjian kerjsama dengan penyedia jasa 

angkutan udara selanjutnya dari bagian Pembentukkan Produk Hukum akan memberikan 

masukan dan analisis hukum terhadap rancangan draft yang diusulkan untuk 

mendapatkan legalitas hukum, dengan melakukan pengajuan melalui aplikasi e-legalitas.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 4 koordinasi dan kosultasi dengan Kepala Biro Keuangan 

Gambar 2.5 koordinasi dan kosultasi dengan Kasubag Pembentukan Produk Hukum 
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Project Leader  dalam implementasi aksi perubahan juga melakukan koordinasi 

dengan Bagian Organisasi dan Tata Laksana, karena keterkaitan dengan proses dan 

sistem kerja dalam penyusunan draft perjanjian kerjasama serta keterkaitan antar unit 

dalam proses pembetukkannya, oleh karena itu Standar operasional prosedur dalam 

Penyusunan draft perjanjian kerjasama pelayanan keprotokolan di bandara sangatlah 

diperlukan, bagaimana mekanisme dan alur kerja dalam proses penyusunan dan 

keterkaitan antar unit dapat tergambarkan dengan jelas, Project Leader  juga meminta 

bantuan dan kerjasama Bagian Organisasi Tata Laksana untuk ikut mendukung aksi 

perubahan dan masuk kedalam Tim Efektif yang akan dibentuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun Anggota Tim Efektif dipilih berdasarkan keterkaitan dengan aksi 

perubahan dan tentunya juga memiliki kontribusi dari tugas dan fungsinya yang sangat 

tinggi  untuk mendukung Aksi Perubahan ini, Tim Efektif terdiri dari 23 (dua puluh tiga) 

orang dan ditetapkan dengan Surat Tugas dari Kepala Biro Protokol dan Humas Pada 

Tanggal 11 April 2022.  

2. Kegiatan : Koordinasi Tim Efektif 

          Kegiatan yang dilakukan setelah terbentuknya Tim Efektif adalah 

menyelenggarakan rapat koordinasi Tim Efektif dan membahas pembagian tugas dan 

rencana tugas yang akan dilakukan. Rapat diadakan pada tanggal 7 April 2022 dengan 

agenda pembagian kelompok kerja dan tugasnya, yaitu :  

a. Pokja Substansi melaksanakan tugas :  

- Melakukan Identifikasi dan review dokumen perjanjian kerjasama  

- Mengidentifakasi dan menginventarisir kedala di bandara terkait dengan 

jasa angkutan udara  

- Menyusun rancangan konsep draft perjanjian kerjasama layanan  

Gambar 2. 6 koordinasi dan kosultasi dengan Kabag Organisasi Tata Laksana dan Kasubag Tata laksana 



16  
  

  

- Menganalisis alur kerja dalam perumusan produk hukum, review peta 

proses bisnis dan SOP yang ada 

- Menganalisis dokumen dan draft perjanjian kerjasama 

b. Pokja Administrasi melaksanakan tugas : 

-  Menjamin tertib administrasi dalam setiap tahapan aksi perubahan 

seperti membuat undangan rapat, notulensi rapat dan dokumentasi rapat 

- Menyiapkan dokumen dan data yang diperlukan dalam penyusunan 

rancangan draft perjanjian kerjasama 

- Mengumpulkan dan mengolah data layanan keprotokolan di bandara 

seperti data reservasi layanan 

c. Pokja Acara melaksanakan tugas : 

- Menyiapkan keperluan dan kelengkapan dalam kegiatan acara 

penandatanganan perjanjian kerjasama seperti menyiapkan kelengkapan 

acara penandatanganan, surat undangan, peralatan dan rundwon kegiatan 

acara. 

   Dalam menjalankan tugasnya, Project Leader menekankan pentingnya 

komunikasi, koordinasi, dan kerja sama dalam tim. Meskipun terbagi  dalam 3 (tiga) 

pokja yang berbeda dan lebih berfokus pada kegiatan substansi dan administratif , tetapi 

ketiga pokja tetap perlu melakukan kerja sama dan saling melakukan update informasi. 

Setiap anggota Tim Efektif juga dimungkinkan membantu pokja lain apabila 

diperlukan. Untuk efektivitas waktu dan kinerja dalam penyusunan draft perjanjian ini, 

menggunakan aplikasi google, Cloud, padlet dan aplikasi e-legallitas untuk penyusunan 

draft perjanjian kerjasama dan melakukan koreksi terhadap draft perjanjian yang 

sedang disusun.  

Dengan latar belakang Tim Efektif yang berbeda seperti protocol bandara 

Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusuma yang berstatus PPNASN tentunya untuk 

bertukar informasi dan data dengan menggunakan aplikasi  seperti google drive, paddlet 

maupun cloud, akan lebih memudahkan jadi tidak harus selalu melakukan koordinasi 

dengan melakukan pertemuan ataupun menyerahkan berkas hardcopy seperti yang 

sudah berjalan saat ini.   

3. Kegiatan : Melakukan Identifikasi Kebutuhan Pelayanan Keprotokolan di 

Bandara 

           Dalam aksi perubahan yang dilakukan oleh Project Leader ,Optimalisasi 

pelayanan keprotokolan dibandara sesuai dengan milestone yang sudah di rancang, salah 
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satu tahapan yang akan dilakukan adalah dengan melakukan survey kebutuhan, dengan 

adanya survey kebutuhan akan memperoleh informasi terkait pelayanan seperti apa yang 

dibutuhkan oleh anggota dewan dalam melaksanakan perjalanan dinas atau pribadi 

maupun perjalanan kunjungan kerja perorang ataupun group dengan menggunakan moda 

trasportasi angkutan udara.  

Dalam koordinasi yang dilakukan Project Leader  dengan Tim Efektif dan 

melaporkan dan konsultasi terkait kegiatan yang akan dilakukan kepada kepala biro 

protokol dan humas serta kabag protocol, memberikan masukkan dan pertimbangan 

kepada Project Leader  bahwa untuk mengetahui kebutuhan pelayanan seperti apa yang 

diinginkan oleh stakeholder dapat dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan apa 

saja yang terjadi dan menjadi kendala. dapat pula dilakukan dengan berdasarkan data 

laporan ataupun masukan dari anggota dewan sebagai penerima pelayanan kepada 

protokol yang melaksanakan tugas kedinasan di bandara, selain itu untuk melakukan 

survey kepada anggota dewan dengan keterbatasan waktu pada saat off kampus ini 

kurang tepat karena akan menyita waktu Project Leader  dalam menyelesaikan aksi 

perubahan dan dalam pencapaian milestone jangka pendek., tentunya survey ini memang 

perlu untuk dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan tingkat kepuasan anggota dewan 

terhadap pelayanan keprotokolan di bandara,survey ini tentunya dapat dimasukkan dan 

dilakukan pada jangka menengah ataupun jangka panjang akan lebih tepat sebagai 

keberlanjutan dari aksi perubahan ini. 

Dalam kegiatan baik rapat formal maupun diskusi informal yang dilakukan oleh 

Project Leader  dengan Tim Efektif protokol bandara Soekarno Hatta dan Halim 

Perdanakusuma, yang terdiri dari Supervisor, wakil supervisor, para kepala shift dan 

admin, mendapatkan masukan terkait dengan kebutuhan pelayan yang diinginkan oleh 

Anggota Dewan dalam melaksanakan tugasnya melakukan perjalanan dinas dengan 

menggunakan moda transportasi udara seperti kebutuhan akan pelayanan priority, 

flexibilitas dan hospitality dari penyedia jasa layanan angkutan udara karena tentunya ini 

terkait dengan Hak keprotokolan yang melekat pada Anggota Dewan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 7 rapat koordinasi informal dan formal dengan protokol bandara  
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Selanjutnya Project Leader  mengadakan rapat koordinasi dengan Tim Efektif 

bertempat di ruang rapat kepala Biro Protokol dan Humas pada tanggal 13 April 2022. 

Dalam rapat tersebut membahas pelaksanaan identifikasi pokok pokok pelayanan 

keprotokolan di bandara dimana nantinya hasil dari identifikasi ini dapat di jadikan point 

– point yang dapat didorong untuk mnejadi masukan terkait substansi draft perjaniian 

kerjasama yang akan di lakukan. Kemudian dalam rapat ini Project Leader  juga 

menekankan dan menjelaskan aksi perubahan yang akan dibuat, termasuk urgensinya 

dalam melaksanakan tugas dan fungsi dukungan pelayanan keprotokolan di bandara bagi 

anggota DPR RI. 

4. Kegiatan  : Review Peta Bisnis, SOP dan Dokumen Perjanjian kerjasama layanan 

         Dalam melaksanakan rencana aksi perubahan penyusunan draft perjanjian 

kerjasama ini Project Leader  melakukan review peta proses dan Standart operasional 

prosedur (SOP) penyusunan perjanjian kerjasama yang sudah ada. Dari hasil review 

terkait dengan peta bisnis dan SOP perjanjian kerjasama ini sudah ada, dalam Peta Proses 

bisinis Nomor : Sj-08.01.CPM.01 dengan judul pembentukan peraturan kerjasama, 

perjanjian dan memorandum of understanding (MoU), berdasarkan peta proses bisnis 

tresebut bahwa penyusunan pembentukan peraturan kerjasama, perjanjian dan 

memorandum od understanding adalah merupakan tugas dari bagian pembentukkan 

produk hukum (PPH) oleh karena itu Project Leader  melakukan konsultasi dengan 

bagian pembentukkan produk Hukum, seperti apakah proses pembentukkan nya dan 

adakah keterkaitan dengan unit lain untuk memberikan masukkan terkait dengan poin 

atau pun substansi yang akan di masukkan dalam draft perjanjian.  

 

 

 

 

 

         

         Karena dalam penyusunan draft perjanjian kerjsa sama layanan ini ada keterkaitan 

dengan ticketing dan perjalanan dinas Anggota DPR RI dengan menggunakan moda 

trasnportasi udara, maka Selanjutnya Project Leader  melakukan koordinasi dan 

konsultasi dengan bagian perjalanan, dalam diskusi yang dilakukan dengan Kepala 

bagian Perjalanan dan kepala sub bagian perjalanan dinas dalam negeri. Bagian 

perjalanan ini sangat terkait, dimana sebelumnya Bagian Perjalanan telah melakukan 

Gambar 2. 8 koordinasi dan kosultasi dengan Kasubag dan Tim  Pembentukan Produk Hukum 
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perjanjian kerjasama layanan penerbangan dengan PT. Garuda Indonesia dan dokumen 

perjanjian dengan PT. Garuda Indonesia ini dapat menjadi bahan masukan dalam 

penyusunan draft perjanjian kerja sama layanan yang akan Project Leader  lakukan.    

      Kebutuhan akan adanya Standar operasional prosedur dalam melakukan 

penyusunan draft perjanjian kerjasama layanan dan karena dalam hal penyusunan 

perjanjian kerjsama sudah menjadi tugas dari bagian pembetukan produk hukum maka 

Selanjutnya Project Leader  melakukan koordinasi dengan bagian organisasi tata 

laksana, dalam diskusi yang Project Leader  lakukan dengan kepala bagian organisasi 

dan tata laksana dengan didampingi kepala subbagian tata laksana, Project Leader  

mendapatkan masukan yang sangat penting bahwa ternyata selama ini dalam penyusunan 

perjanjian kerjasama pelayanan belum ada alur kerja proses penyusunan di bagian 

protokol, dan hanya melibatkan bagian pembentukan produk hukum pada tahap koreksi 

dan finalisasi perjanjian kerjasama tanpa melibatkan bagian atau unit yang terkait.    

      Bagian protokol yang selama ini sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan 

perjanjian kerjsama pelayanan keprotokolan ternyata belum memliki SOP penyusunan 

perjanjian kerjsama, oleh karena itu Project Leader  mengadakan rapat koordinasi 

dengan Tim Efektif terkait substansi pada tanggal 18 April 2022 bertempat di ruang rapat 

kepala Biro Protokol  untuk membahas masukan dan data substansi dalam rangka 

menyusun draft standart operasional prosedur pembuatan draft perjanjian kerjasama.  

       Dengan adanya Standar Operasional Prosedur ini tentunya kedepan bagian 

protokol akan memiliki panduan sistem kerja dalam penyusunan draft perjanjian 

kerjasama karena adanya keterkaitan dalam penyusunan dengan melibatkan unit lainnya 

sebelum konsep draft dikirimkan ke bagian pembentukkan produk hukum untuk 

dikoreksi.  

5. Kegiatan 5 : Menyusun draft Standar Operasional Prosedur   

          Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang 

dibakukan mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI 

serta berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan di lingkungan 

Sekretariat Jenderal DPR RI. Fungsi dari SOP ini dibuat sebagai acuan berjalannya 

kinerja pemerintahan, di mana tugas serta fungsi pemerintah dapat dilaksanakan sesuai 

dengan SOP. Mencakup siapa, kapan, dan di mana pemerintahan bisa melaksanakan 

tugas mereka. Dengan begitu, pemerintahan dapat fokus melaksanakan tugas sesuai porsi 

dan bidangnya. pada hari Selasa, 18 April 2022, Project Leader  bersama Tim Efektif 
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menyelenggarakan rapat pembahasan review atau evaluasi SOP terkait usulan 

pembentukan Standar operasional prosedur penyusunan draft perjanjian kerjasama.  

      Dengan dibentuknya standar operasional procedur penyusunan draft perjanjian 

kerjsama layanan ini,  nantinya alur kerja dari proses penyusunan akan terlihat bahwa 

dalam menyusun draft perjanjian kerjasama ini tentunya melibatkan bagian dan unit lain, 

koordinasi dan konsolidasi sangat diperlukan untuk memberikan masukan terhadap poin 

– poin substansi yang akan di masukkan dalam perjanjian kerjsama layanan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tentunya dengan adanya SOP penyusunan Draft perjanjian kerjasama 

pelayanan keprotokolan ini akan terlihat sistem kerja nya bahwa dalam membuat 

perjanjian kerja sama dengan Sekretariat Jenderal DPR RI, pihak eksternal wajib 

berkomunikasi dengan dan melalui unit Eselon II yang menjadi penanggung jawab 

kerja sama. Koordinasi dengan Bagian PPH akan dilakukan oleh unit kerja pengusul. 

Sistem kerja ini memudahkan pihak eksternal karena komunikasi cukup dilakukan 

dengan unit kerja penanggung jawab maupun PIC (person in charge) sehingga 

koordinasi dilakukan terpusat dan ini tentuya dapat mengoptimalisasikan inovasi dari 

bagian pembentukan produk hukum yaitu layanan e-Legalitas   

 

6. Kegiatan 6 : Menyusun Draft Perjanjian Kerjasama pelayanan 

      Sesuai dengan kegiatan pada milestone yang sudah direncanakan pada tahapan 

jangka pendek, Project Leader   melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan kepada 

mentor dan kepala Biro Protokola dan Humas, dan menyampaikan rencana pertemuan 

dengan penyedia jasa angkutan udara yaitu PT. Citilink Indonesia. berdasarakan arahan 

beliau untuk segera mengadakan rapat audiensi dengan mengundang pihak dari PT. 

Citilink Indonesia.  

         Rapat Audensi dengan Pihak PT.Citilink Indonesia dilakukan pada hari Senin, 

tanggal 25 April bertempat di ruang rapat Biro Protokol dan Humas dan rapat dipimpin 

oleh beliau. Dalam rapat audiensi tersebut kepala Biro Protokol dan Humas 

Gambar 2. 9 koordinasi penyusunan SOP 
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menyampaikan maksud dan tujuan diadakan rapat audiensi dan selanjutnya Project 

Leader  juga menyampaikan keterkaitan nya dengan aksi perubahan yang akan Project 

Leader  lakukan. Dalam rangka optimalisasi pelayanan keprotokolan di bandara bagi 

anggota Dewan melalui kerjasama layanan dengan penyedia jasa angkutan udara.  

            Layanan keprotokolan di bandar udara ini merupakan salah satu upaya yang 

dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, dalam menjaga kehormatan dan 

kenyamanan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam 

melaksanakan kegiatannya melakukan perjalanan dengan menggunakan moda 

transportasi udara, baik dengan tujuan perjalanan Domestik maupun tujuan Internasional. 

Pelayanan mulai dari keberangkatan dan kepulangan kunjungan kerja dalam dan luar 

negeri baik kunjungan perorangan,tim maupun kelompok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam rapat tersebut pihak penyedia jasa angkutan udara akan melakukan kerjasama 

dengan sebelumnya akan mengirimkan surat penawaran dan agrement corporation 

kepada pihak protokol  sebagai bahan dan masukan untuk subtansi perjanjian kerjasama 

layanan. 

       Selanjutnya Project Leader mengadakan koordinasi dengan Tim Efektif untuk 

melakuan review terhadap account agreement yang ditawarkan oleh penyedia jasa 

layanan angkutan udara dan selanjutnya menyiapkan point point substansi yang akan 

didorong dan dimasukkan kedalam substansi perjanjian kerjasama layanan.   

7. Kegiatan  : Konsultasi Draft Perjanjian Kerjasama Pelayanan dengan unit terkait 

       Dalam Diskusi yang Project Leader  lakukan dengan Tim Efektif setelah mereview 

perjanjian kerasama yang ada dan account agreement PT.Citilink Group, selanjutnya Tim 

Efektif menyusun point dan substansi serta menyiapkan rancangan konsep draft 

perjanjian kerjsama yang kemudian berdiskusi dengan Kepala Biro Hukum dan 

Pengaduan Masyarakat serta berkoordinasi dengan Tim efektif dari bagian Pembentukan 

Produk Hukum untuk dapat membantu dalam proses penyusunan draft perjanjian 

kerjasama layanan dari sisi legalitas dan substansi perjanjian kerjasama. Adapun dalam 

Gambar 2. 10 Rapat dengan penyedia jasa angkutan udara 
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proses  koordninasi dan konsultasi yang dilakukan baik melalui pertemuan ataupun 

melalui aplikasi e-legallitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  Manfaat Aksi Perubahan   

1. Bagi Organisasi  

a. Meningkatnya kinerja Biro Protokol dan Humas khususnya Bagian Protokol dalam 

memberikan dukungan Pelayanan Keprotokolan Bagi Pimpinan dan Anggota DPR 

RI serta Sekretariat Jenderal DPR RI. 

b. Meningkatnya Indeks kepuasan Anggota DPR RI serta Sekretariat Jenderal 

terhadap pelayanan keprotokolan di bandara.  

2. Bagi Stakeholder  

a. Memberikan kemudahaan dan kenyamanan bagi Anggota DPR RI serta Pimpinan 

Sekretariat Jenderal dalam melakukan perjalanan dengan menggunakan moda 

transportasi udara. 

b. Menjaga Kehormatan, Priviledge, Harkat dan Martabat Anggota Dewan sebagai 

Pejabat Negara yang memiliki Hak Keprotokolan.  

c. Mendapatkan pelayanan priority, flexibility dan hospitality dalam menggunakan 

moda transportasi angkutan udara 

3. Bagi Peserta  

a. Meningkatkan kinerja pelayanan keprotokolan Subbagian Acara Pimpinan DPR RI 

dan Sekretariat Jenderal   

Gambar 2. 11 Aplikasi e-legalitas 
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b. Sebagai wujud ide pengembangan bagi pelaksanaan tugas, khususnya dalam 

memberikan pelayanan keprotokolan di bandara bagi Pimpinan dan Anggota DPR 

RI serta Sekretariat Jenderal. 
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BAB III KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN  

Biro Protokol dan Humas merupakan stakeholder utama yang menjadi locus dalam 

implementasi aksi perubahan perjanjian kerjasama dengan penyedia jasa angkutan udara yaitu 

PT.Citilink Indonesia. Sebagai unit kerja yang menjalankan fungsi memberikan dukungan 

pelayanan keprotokolan kepada Anggota DPR RI, Biro Protokol dan Humas berperan sebagai 

koordinator. Aksi perubahan yang dilakukan oleh Project Leader tentunya meningkatkan 

kinerja Biro Protokol dan Humas dalam memberikan dukungan Keprotokolan bagi anggota 

DPR RI  

Perjanjian kerjasama Layanan keprotokolan dengan penyedia jasa angkutan udara  ini 

merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, dalam 

menjaga kehormatan dan kenyamanan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya melakukan perjalanan dengan menggunakan moda 

transportasi udara, Pelayanan mulai dari keberangkatan dan kepulangan kunjungan kerja dalam 

dan luar negeri baik kunjungan perorangan,tim maupun kelompok. Tentunya untuk 

keberlanjutan dari aksi perubahan ini dan untuk meningkatkan kinerja Bagian Protokol dalam 

memberikan dukungan pelayanan keprotokolan kepada Pimpinan, Anggota DPR RI dan 

Sekretaris Jenderal di bandar udara adalah dengan Melakukan kerjasama Pelayanan 

Keprotokolan mencakup kepada semua aspek pelayanan dibandara melalui penyedia jasa 

angkutan udara. 

Project Leader bersama dengan Tim Efektif dalam melakukan implementasi aksi 

perubahan berupaya untuk memenuhi capaian aksi perubahan sampai kepada penandatanganan 

perjanjian kerjasama yang akan dilaksanakan pada jangka menengah dan tentunya melakukan 

sosialisasi serta evaluasi sesuai dengan milestone jangka mengah dan jangka panjang. Dalam 

hal capaian milestone jangka pendek yang belum terealisasikan seperti finalisasi perjanjian 

kerjsama sampai kepada pendantanganan perjanjian kerjsama bergeser menjadi capain 

milestone di jangka menengah, dimana kendala yang dialami saat ini adalah draft perjanjian 
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kerjasama yang sudah ada masih dalam pembahasan internal pihak penyedia jasa angkutan 

udara dan masih dalam proses negosiasi.  

Manfaat dan keberlanjutan dari aksi perubahan penyusunan draft perjanjian kerjasama 

dan terbentuknya standart operasioanl prosesedur penyusunan draft perjanjian kerjasama ini 

tentunya dapat diimplentasikan pada kerjasama – kerjasama pelayanan keprotokolan lainnya 

yang akan dilakukan oleh bagian protokol, tentunya dengan tersusunnya Draft Perjanjian 

Kerjsama ini, sistem kerja Subbag Acara Pimpinan DPR RI dan Sekretariat Jenderal dalam 

melakukan kerjasama pelayanan keprotokolan bagi anggota DPR RI  menjadi lebih tertata. 

Standar Oprasional Prosedur (SOP) pembentukan draft perjanjian kerjsama juga berhasil 

diselesaikan dalam jangka waktu yang sama. Dimana SOP ini penting untuk digunakan dalam 

penyusunan draft perjanjian kerjasama dengan penyedia jasa angkutan udara lainnya.  

  

NO KEGIATAN 

WAKTU 

PELAKSANAAN 

(TAHUN 2022) 

OUTPUT 

/CAPAIAN/ 

EVIDENCE 

    1  2  3  4  5  6  7  8    

MENENGAH (JUNI – JULI 2022)  

(Terwujudnya Penandatanganan Perjanjian Kerjasama layanan keprotokolan dengan Penyedia jasa 

Angkutan Udara)  

1.  

Finalisasi Draft Rancangan 

Perjanjian kerjsama Layanan  

Pelaksanaan FInalisasi draft 

perjanjian kerjasama pelayanan 

keprotokolan   

          
 

z 
    

Dokumentasi kegiatan dan input 

finalisasi perjanjian kerjsama layanan  

melalui aplikasi e-legalitas 

2.  

Penandatanganan Perjanjian 

Kerjasama  

 

Pelaksanaan penandatanganan 

perjanjian kerjasama pelayanan 

keprotokolan dengan PT. 

Citilink Group   

                

Dokumen perjanjian kerjasama dengan 

PT. Citilink Group dan Dokumentasi 

kegiatan penandatanganan 

PANJANG (Juni – Agustus 2022)  Survey Kepuasan Pelanggan dan  Monitoring serta Evaluasi.  

(Terwujudnya dukungan pelayanan keprotokolan di bandara bagi Anggota DPR RI sehingga akan 

meningkatkan Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan bagi Anggota Dewan kepada Sekretariat 

Jenderal DPR RI )  
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BAB IV PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Rencana aksi perubahan yang dilakukan oleh Project Leader adalah upaya yang 

dilakukan untuk mendorong capaian kinerja organisasi untuk memenuhi Indikator Kinerja 

Utama dan juga untuk meningkatkan indeks kepuasan Anggota DPR RI terhadap layanan 

yang diberikan oleh Sekretariat Jenderal. Tema ini adalah wujud dari usaha peningkatan 

mutu layanan keprotokolan bagi Anggota DPR RI. 

Project Leader menerapkan kepemimpinan transformasional yang berorientasi kepada 

proses, bagaimana dalam kegiatan ini  project leader membangun komunikasi yang efektif 

untuk menciptakan tim yang solid. Dalam melaksanakan aksi perubahan Project Leader 

menggunakan prinsip POAC, yang terdiri dari Planning, Organizing, Actuating, dan 

Controlling, prinsip ini digunakan dengan mendasarkan pada analisis atas individu, tim, 

organisasi, dan faktor eksternal. 

Keberhasilan dalam penyusunan draft perjanjian kerjasama layanan keprotokolan bagi 

anggota DPR RI di bandara dengan penyedia jasa angkutan udara ini memiliki beberapa 

catatan yang perlu disempurnakan dalam pengembangan di tahap selanjutnya. Komunikasi 

dan koordinasi yang efektif sangatlah di butuhkan tentunya dengan terbentuknya Standart 

Operasional Prosedur penyusunan Draft perjanjian kerjasama dapat menjadi pedoman 

dalam penyusunan draft perjanjian kerjasama dimana dalam penyusunan draft tersebut 

melibatkan unit dan bagian lainya tentunya yang terkait dengan pokok substansi.  

Pada akhrinya dalam aksi perubahan ini dapat menggambarkan bagaimana peran 

project leader memimpin langsung prosesnya dimulai dari membuat rancangan milestone 

dan tahapan tahapan dalam pelaksanaan aksi perubahan, pembentukan tim efektif, 

koordinasi dengan tim,efektif, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), penyusunan 

draf perjanjian kerjasama, sampai dengan penandatangan perjanjian kerjasamanya. 

 

B. Rekomendasi 

  Dengan adanya draft perjanjian kerjasama ini selanjutnya perlu untuk segera di dorong 

dengan melakukan pertemuan kembali dengan Penyedia Jasa Angkutan udara untuk 

membahas substansi yang akan disepakati. Sesuai dengan target pada milestone di jangka 

menengah yaitu finalisasi dan selanjutanya penandatanganan perjanjian kerjasama dapat 

dilakukan.  
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     Evaluasi secara bertahap juga diperlukan untuk memantau perkembangan pelayanan 

yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan udara kepada anggota dewan setelah adanya 

kerjasama layanan keprotokolan ini. selanjutnya kebermanfaatan dari aksi perubahan ini 

dapat diimplementasikan dalam penyusunan draft perjanjian kerjasama layanan 

keprotokolan tidak hanya dengan penyedia jasa angkutan udara saja namun dapat 

mencakup pada perjanjian – perjanjian kerjasama pelayanan keprotokolan kepada semua 

penyedia jasa transportasi baik udara, darat maupun laut.  

   Rekomendasi yang dapat dilakukan untuk kemanfaatan dari SOP pembentukkan draft 

perjanjian kerjasama dan penyusunan draft perjanjian kerjasama, antara lain :  

1. Menjaga komitmen dan komunikasi dengan Stakeholders untuk memastikan   

    pelayanan keprotokolan bagi Anggota Dewan dapat terus meningkat;  

2. Berkolaborasi dengan bagian dan unit terkait seperti bagian, perencanaan, bagian   

    perjalanan dan bagian hukum dalam penyusunan draft perjanjian kerjsama yang  

    akan dilakukan dan berpedoman kepada Standart operasional prosedur yang sudah  

    ditetapkan;  

3. Melakukan evaluasi terhadap perjanjian kerjsama pelayanan yang sudah dilakukan  

    untuk mendapatkan masukan dan saran untuk peningkatan layanan kerjsama  

4. Sebagai keberlanjutan aksi perubahan ini, Standart Operasional Prosedur yang  

    sudah terbentuk dan draft perjanjian kerjasama layanan dengan penyededia jasa  

    angkutan udara ini dapat diimplementasikan dan diterapkan pada proses  

    penyusunan draft perjanjian kerjasama yang akan dilaksanakan oleh bagian  

    protokol khususnya dan tentunya dapat diterapkan pada bagian serta unit kerja  

    lainnya di Sekretariat Jenderal DPR RI.  
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Surat Tugas Tim Efektif yang ditandatangani olh Kepala Biro Protokol dan Humas  
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Lampiran 2 Pembentukkan Tim Efektif   
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Lampiran 3 Rapat Koordinasi Tim Efektif  
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Lampiran 4 Rapat Koordinasi Tim Efektif  
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Lampiran 4 Rapat Koordinasi Tim Efektif  
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Lampiran 4 Rapat Audiensi dengan PT. CItilink  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undangan Rapat Audiensi dengan Citilink Indonesia, Bagian Perjalanan dan Bagian Hukum  

Tanggal 25 April 2022 
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Laporan Singkat Rapat Audiensi dengan Citilink Indonesia, Bagian Perjalanan dan Bagian Hukum Tanggal 25 April 2022 
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Laporan Singkat Rapat Audiensi dengan Citilink Indonesia, Bagian Perjalanan dan Bagian Hukum Tanggal 25 April 2022 
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Lampiran new account agreement PT. Citilink Indonesia  
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Lampiran        Peta Proses Bisnis Pemyununan Perjanjian Kerjasama   
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NOMOR SOP AP OT.03.03 - XXXX 31 Mei 2022 TGL REVISI:

JUDUL SOP AP

A. SIFAT: ADMINISTRATIF B. BESARAN: MIKRO C. KELENGKAPAN: FINAL D. JENIS: SPESIFIK

UNIT PENGUSUL

DISAHKAN OLEH

1.

2.

3.

1. Nota Dinas/Lembar Disposisi;

2. Komputer/printer/scanner;

3. Jaringan Internet;

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data manual dan elektronik

PERINGATAN

Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan

KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Perwusyawaratan Rakyat, Dewan  Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia 6396)

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39)

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

1. Memahami Tata Naskah Dinas dan Penyusunan Laporan

2. Memahami Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI

3. Memahami Penggunaan Komputer dan Jaringan Internet

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

DASAR HUKUM

KETERKAITAN

TGL PEMBUATAN: 31 Mei 2022

SOP PEMBUATAN DRAF PKS BAGIAN PROTOKOL

JENIS SOP AP BERDASARKAN:

KEPALA BIRO PROTOKOL DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Drs. Suratna, M.Si.

NIP. 196405221991031001

BAGIAN PROTOKOL

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT

Lampiran 5 Standar  Operasional Prosedure  
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1.

10 Menit

2. 10 Menit

3. 10 Menit

4. 10 Menit

5. 30 Menit

a. Jika ada koreksi, mengembalikannya

kepada Analis Protokol untuk diperbaiki

b. Jika tidak ada koreksi, menyampaikannya

kepada Kabag

6. 30 Menit

a. Jika ada koreksi, mengembalikannya

kepada Kasubag Acara Pimpinan untuk

diperbaikib. Jika tidak ada koreksi, maka:

'- Meminta masukan kepada unit kerja

terkait

- Menugaskan Kasubag Acara Pimpinan

dan jajarannya untuk melakukan

pembahasan internal

7. a. Melakukan pembahasan internal dan

menyesuaikan berdasarkan masukan

10 Menit

b. Menugaskan kasubag Acara AKD untuk

menyusun Nota Dinas permintaan koreksi

dan paraf kepada Biro Hukum dan Dumas

8. 10 Menit

9. 10 Menit

10. 30 Menit

a. Jika ada koreksi, mengembalikannya

kepada Pengelola Data untuk diperbaiki

b. Jika tidak ada koreksi, menyampaikannya

kepada Kabag

PKS dikoreksi terlebih dahulu oleh Biro 

Hukum dan Dumas. Jika terdapat 

koreksi maka disesuaikan dulu oleh 

Bagian Protokol. Setelah tidak ada 

koreksi maka baru dimintakan paraf

Penyusunan draf PKS bisa bersumber 

dari usulan sendiri, penawaran atau 

evaluasi PKS yang sedang berjalan

No Kegiatan
PU

Pengelola 

Data
Waktu Output

Kepala 

Bagian

Keterangan

Pelaksana

Kepala 

Biro

Kasubag Acara 

Pimpinan 

Setjen DPR RI

Mutu Baku

Kelengkapan
Kasubag 

Acara AKD

Analis 

Protokol

Menugaskan Kasubag Acara Pimpinan untuk

menyusun draf konsep penawaran perjanjian

kerjasama

Menugaskan Analis Protokol menyiapkan dan

menganalisis bahan dan dokumen pks dari

Penyedia Barang/ Jasa

Menyiapkan dan menganalisis bahan dan

dokumen pks dari Penyedia Barang/ Jasa,

serta menyampaikannya kepada Kasubag

Acara Pimpinan

Menerima dan memeriksa:

Menerima dan memeriksa:

Menugaskan Pengelola Data untuk menyusun

nota dinas permintaan koreksi dan paraf

Kepala Biro Protokol dan Humas serta Kepala

Biro Hukum dan Dumas

Menyusun nota dinas permintaan koreksi dan

paraf Kepala Biro Protokol dan Humas serta

Kepala Biro Hukum dan Dumas

Menerima dan memeriksa:

Disposisi Disposisi

Disposisi Disposisi

Disposisi Bahan dan dokumen

PKS

Bahan dan dokumen

PKS

Bahan dan dokumen

PKS

Bahan dan dokumen

PKS

Bahan dan dokumen

PKS

Bahan dan dokumen

PKS

- Bahan dan dokumen

PKS

- Disposisi

- Bahan dan dokumen

PKS

- Disposisi

- Bahan dan dokumen

PKS

- Disposisi

- Bahan dan dokumen

PKS

- Disposisi

- Bahan dan dokumen

PKS

- Konsep Nota Dinas

- Bahan dan dokumen

PKS

- Konsep Nota Dinas

- Bahan dan dokumen

PKS

- Konsep Nota Dinas

Menugaskan Kabag Protokol untuk menyusun

draf konsep penawaran perjanjian kerjasama

Disposisi Disposisi
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11. 30 Menit

a. Jika ada koreksi, mengembalikannya

kepada Kasubag Acara Pimpinan untuk

diperbaiki

b. Jika tidak ada koreksi, menandatangani

nota dinas pengantar dan

menyampaikannya kepada Karo

12. 30 Menit

a. Jika ada koreksi, mengembalikannya

kepada Kabag untuk diperbaiki

b. Jika tidak ada koreksi, maka:

- Menandatangani dan menyampaikan

nota dinas permintaan paraf dan koreksi

PKS kepada Karo Hukum dan Dumas

- Menerima PKS yang sudah dikoreksi dan

diberikan paraf, serta menugaskan Kabag

untuk menindaklanjuti

13. 10 Menit

14. 10 Menit

15. 30 Menit

16. 30 Menit

a. Jika ada koreksi, mengembalikannya

kepada Pengelola Data untuk diperbaiki

b. Jika tidak ada koreksi, menyampaikannya

kepada Kabag

17. 30 Menit

a. Jika ada koreksi, mengembalikannya

kepada Kasubag Acara Pimpinan untuk

diperbaiki

b. Jika tidak ada koreksi, menandatangani

nota dinas pengantar dan

menyampaikannya kepada Karo

PKS dikoreksi terlebih dahulu oleh Biro 

Hukum dan Dumas. Jika terdapat 

koreksi maka disesuaikan dulu oleh 

Bagian Protokol. Setelah tidak ada 

koreksi maka baru dimintakan paraf

Menugaskan Pengelola Data untuk menyusun

nota dinas permintaan tanda tangan PKS

kepada Sekjen

Menyusun nota dinas permintaan tanda

tangan PKS kepada Sekjen

Menerima dan memeriksa:

Menerima dan memeriksa:

Menerima dan memeriksa:

Menerima dan memeriksa:

Menugaskan Kasubag Acara AKD untuk

menyusun nota dinas permintaan tanda

tangan PKS kepada Sekjen

- Bahan dan dokumen

PKS yang sudah di

paraf

- Konsep Nota Dinas

- Bahan dan dokumen

PKS yang sudah di

paraf

- Konsep Nota Dinas

- Bahan dan dokumen

PKS yang sudah di

paraf

- Konsep Nota Dinas

- Bahan dan dokumen

PKS

- Konsep Nota Dinas

- Bahan dan dokumen

PKS

- Konsep Nota Dinas

- Bahan dan dokumen

PKS

- Konsep Nota Dinas

- Bahan dan dokumen

PKS yang sudah di

paraf

- Disposisi

- Nota Dinas

- Bahan dan dokumen

PKS yang sudah di

paraf

- Disposisi

- Bahan dan dokumen

PKS yang sudah di

paraf

- Disposisi

- Bahan dan dokumen

PKS yang sudah di

paraf

- Konsep Nota Dinas

- Bahan dan dokumen

PKS yang sudah di

paraf

- Konsep Nota Dinas

- Bahan dan dokumen

PKS yang sudah di

paraf

- Disposisi

- Bahan dan dokumen

PKS yang sudah di

paraf

- Disposisi

- Bahan dan dokumen

PKS yang sudah di

paraf

- Disposisi
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18.

a. Jika ada koreksi, mengembalikannya

kepada Kabag untuk diperbaiki

b. Jika tidak ada koreksi, maka:

- Menandatangani dan menyampaikan

nota dinas permintaan tanda tangan PKS

kepada Sekjen

- Menerima PKS yang sudah

ditandatangani Sekjen dan menugaskan

Kabag untuk menindaklanjuti

19. a. Mempersiapkan Upacara

Penandatanganan MOU

b. Menugaskan PU untuk

mendokumentasikan PKS

20. 15 Menit

Menerima dan memeriksa:

Mendokumentasikan PKS - Bahan dan dokumen

PKS yang sudah

ditandatangani

- Disposisi

Arsip

Lihat SOP Upacara Penandatanganan

MOU

- Bahan dan dokumen

PKS yang sudah di

paraf

- Konsep Nota Dinas

- Bahan dan dokumen

PKS yang sudah

ditandatangani

- Disposisi

- Nota Dinas

- Bahan dan dokumen

PKS yang sudah

ditandatangani

- Disposisi

10 Menit - Bahan dan dokumen

PKS yang sudah

ditandatangani

- Disposisi
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Lampiran 6  

PERBANDINGAN KETENTUAN UMUM PENERBANGAN CITILINK  
DAN 

BENEFIT KERJASAMA CORPORATE CITILINK 
No  KETENTUAN UMUM PENERBANGAN CITILINK  BENEFIT KERJASAMA CORPORATE CITILINK  

1 Tidak ada kode khusus pada tiket   Kode khusus DPR RI  

2 Tidak ada potongan  harga Ada potongan harga  (  5% - 20 %)  

3 Call center menangani semua layanan 
( umum) 

Call center khusus DPR RI 

4 Counter  Check in untuk umum dan mengikuti antrian Counter check in khusus untuk DPR RI  

5 Check in dan boarding melalui antrian Priority Check in ( fast track) individu maupun group  

6 customer service melayani untuk umum  PIC Khusus untuk menangani layanan 

7 Claim refund  Kemudahan claim refund 

8 Pelayanan dan penggunaan lounge berbayar  Pelayanan dan penggunaan tidak berbayar 

9 Bagasi melebihi kuota ( 20 kg) dikenakan biaya extra bagasi Rp. 
25.000 / Kg 

Kelebihan kuota bagasi 5 kg s.d 10 kg tidak berbayar 

10 Kursi terdepan row 1 – 5 berbayar dan dapat dipesan umum  Priority Seat / Booking Seat   1 s/d 5  

11 Booking seat row 6 s.d 31 dan makanan berbayar  Booking seat dan makanan tidak  berbayar  

12 
Merubah jadwal penerbangan   
( reroute/reschedule) dikenakan biaya + selisih harga jika ada  

- Merubah jadwal penerbangan   
  ( reroute /reschedule) tidak berbayar / berbayar dengan special rate  
 

13 
Perubahan nama / change name dikenakan biaya  (berbayar) 

Perubahan nama / change name tidak berbayar, alternative dengan 
spesial rate 

14 
Jika pesawat penuh tiket cadangan belum menjadi prioritas 

Prioritas tiket cadangan jika pesawat penuh 
 

15 Pelayanan penjemputan dgn kendaraan dikenakan biaya ( 
berbayar)  

Pelayanan penjemputan dgn kendaraan tidak dikenakan biaya  
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NO  KETENTUAN UMUM PENERBANGAN 
SEBELUM ADANYA PERJANJIAN 

KETENTUAN DENGAN PKS  
SETELAH ADANYA PERJANJIAN 

KETERANGAN 

1 Tidak ada kode khusus pada tiket   Kode khusus DPR RI  Terkait dengan hospitality, priority dan flexibilitas 

2 
Tidak ada discount pada tiket Special Discount (  5% - 20 %)  

Besaran discount tergantung skema  yang dipilih ( 
permintaan terkait skema khusus DPR on proses by  
citilink ) 

3 Call center menangani semua layanan 
( umum) 

Call center khusus DPR RI Terdapat disemua skema yang ditawarkan  

4 Counter  Check in untuk umum dan 
mengikuti antrian 

Counter check in khusus untuk DPR RI  Terdapat di semua skema yang ditawarkan 

5 
Check in dan boarding melalui antrian 

Priority Check in ( fast track) individu 
maupun group  

Terdapat di semua skema yang ditawarkan 

6 customer service melayani untuk umum  PIC Khusus untuk menangani layanan Terdapat di semua skema yang ditawarkan 

7 Claim refund yang lama Kemudahan claim refund Point yang  akan di dorong masuk dalam skema PKS 

8 Pelayanan dan penggunaan lounge berbayar  Pelayanan dan penggunaan tidak berbayar Point yang  akan di dorong masuk dalam skema PKS 

9 Bagasi melebihi kuota ( 20 kg) dikenakan 
biaya extra bagasi Rp. 25.000 / Kg 

Kelebihan kuota bagasi 5 kg s.d 10 kg tidak 
berbayar 

Point yang  akan di dorong masuk dalam skema PKS 

10 Kursi terdepan row 1 – 5 berbayar dan dapat 
dipesan umum ( green seat) 

Priority Seat / Booking Seat ( seat 1 s/d 5 , 
minimal 3 seat jika memungkinkan 5 ) 

Point yang  akan di dorong masuk dalam skema PKS 

11 Booking seat row 6 s.d 31 dan makanan 
berbayar  

Booking seat dan makanan tidak  berbayar  Point yang  akan di dorong masuk dalam skema PKS 

12 
Merubah jadwal penerbangan   
( reroute/reschedule) dikenakan biaya + 
selisih harga jikaada  

- Merubah jadwal penerbangan   
  ( reroute /reschedule) tidak berbayar  
- Alternative berbayar dengan special rate  
 

Point yang  akan di dorong masuk dalam skema PKS 

13 Perubahan nama / change name dikenakan 
biaya  (berbayar) 

Perubahan nama / change name tidak 
berbayar, alternative dengan spesial rate 

Point yang  akan di dorong masuk dalam skema PKS 

14 Jika pesawat penuh tiket cadangan belum 
menjadi prioritas 

Prioritas tiket cadangan jika pesawat penuh 
 

Point yang  akan di dorong masuk dalam skema PKS 

15 Pelayanan penjemputan dgn kendaraan 
dikenakan biaya ( berbayar)  

Pelayanan penjemputan dgn kendaraan 
tidak dikenakan biaya  

Point yang  akan di dorong masuk dalam skema PKS 
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Lampiran 7 Data Reservasi Bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdana Kusuma  
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Lampiran     Project Proposal  
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Lampiran     Surat Penawaran kerjasama Corporate Citilink 
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Lampiran      Surat Pernyataan Dukungan dari Stakeholders 
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Lampiran      Surat Pernyataan Dukungan dari Stakeholders 
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Lampiran      Surat Pernyataan Dukungan dari Stakeholders 
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Lampiran      Surat Pernyataan Dukungan dari Stakeholders 
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Lampiran      Surat Pernyataan Dukungan dari Stakeholders 
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Lampiran      Surat Pernyataan Dukungan dari Stakeholders 
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Lampiran      Surat Pernyataan Dukungan dari Stakeholders 
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Lampiran      Surat Pernyataan Dukungan dari Stakeholders 
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Lampiran      Surat Pernyataan Dukungan dari Stakeholders 
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Lampiran      Surat Pernyataan Dukungan dari Stakeholders 
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Lampiran      Surat Pernyataan Dukungan dari Stakeholders 
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Lampiran Draft Perjanjian Kerjasama Citilink 

 
                                 DRAFT 

PERJANJIAN KERJA SAMA 
ANTARA 

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN 

PT CITILINK INDONESIA 

TENTANG 

PELAYANAN JASA ANGKUTAN UDARA 

Nomor : ............................................... 

Nomor : ................................................ 

 

     Pada hari ini ….. tanggal …….. bulan ………. tahun dua ribu dua puluh … (20…), 

Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Jasa Angkutan Udara (“Perjanjian”) yang bertanda 
tangan di bawah ini: 
 

1. INDRA ISKANDAR dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan  

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49/TPA Tahun 

2018 tanggal 14 Mei 2018, tentang Pengangkatan Pejabat 

Tinggi Madya di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan 

Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, oleh 

karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Sekretariat 

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 

berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta, 

selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”; dan   

2. … dalam kedudukanya sebagai …      berdasarkan Akta      Nomor… 

tanggal …     , tentang …     , oleh karena itu sah bertindak untuk 

dan atas nama PT Citilink Indonesia, berkedudukan di Komplek 

Juanda Business Center Blok C1 nomor 2, Jalan Raya Juanda, 

Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai 

“PIHAK KEDUA”. 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK” dan 

masing-masing disebut "PIHAK”, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berkut: 

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia; 
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2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan menurut 
hukum Republik Indonesia, berdomisili hukum di Komplek Juanda Business Center 
Blok C1 nomor 2, Jalan Raya Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61524, 
Indonesia; 

3. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada PIHAK PERTAMA, maka 
PIHAK KEDUA berusaha memberikan pelayanan yang efisien kepada PIHAK 
PERTAMA berupa fasilitas-fasilitas sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. 

 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas 
dan kegiatan masing-masing PARA PIHAK, maka PARA PIHAK berdasarkan itikad baik 
serta saling mempercayai, sepakat, dan setuju untuk saling mengikatkan diri dalam 
Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut: 
 

PASAL  1 
DEFINISI 

 

(1) Anggota adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud   dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan masih menduduki 
masa jabatan. 

(2) Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil, termasuk staf 
khusus, tenaga ahli, dan staf administrasi anggota di lingkungan Sekretariat Jenderal 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

(3) Keluarga adalah keluarga inti Anggota dan Pegawai (suami/istri dan maksimum 3 
(tiga) orang anak) yang pembayaran tiketnya dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau 
pribadi, baik dalam rangka perjalanan dinas atau bukan dinas. 

(4) Relasi adalah mitra kerja PIHAK PERTAMA yang pembayaran tiketnya dilakukan oleh 
PIHAK PERTAMA. 

(5) Agen Yang Ditunjuk adalah agen perjalanan yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA 
untuk melakukan reservasi penerbangan dan penyediaan Tiket penerbangan PIHAK 
KEDUA bagi penumpang. 

(6) Tiket adalah kontrak tertulis satu PIHAK yang berisi informasi jadwal penerbangan 
beserta layanan selama menggunakan jasa penerbangan PIHAK KEDUA. 

(7) Kantor Penjualan............... adalah kantor PIHAK KEDUA yang merupakan tempat 
penerbitan tiket dan pembukuan tempat duduk yang merupakan lokasi resmi yang 
ditetapkan PIHAK KEDUA. 

(8) Call Centre adalah media booking dan reservasi dengan menggunakan telepon 
dalam rangka menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini. 

(9) Net Corporate Fare adalah harga yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK 
PERTAMA dalam bentuk potongan harga diskon dari harga PIHAK KEDUA yang 
berlaku umum baik untuk penerbangan domestik atau internasional yang tercantum 
dalam sistem reservasi PIHAK KEDUA untuk setiap pembelian tiket domestik dan 
internasional, dimana diskon bersifat tetap selama berlangsungnya Perjanjian ini. 

(10) Tour Code adalah kode khusus yang digunakan untuk melakukan identifikasi PIHAK 
PERTAMA yang ditempatkan pada Tiket penerbangan PIHAK KEDUA. 

(11) Penumpang adalah Anggota, Pegawai, Keluarga dan Relasi yang menggunakan jasa 
PIHAK KEDUA. 
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PASAL 2 
RUANG LINGKUP PERJANJIAN 

 

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah penggunaan layanan transportasi udara oleh PIHAK 
PERTAMA dengan skema corporate privilege (kode DPRI, tour code CA01DPR121) 
("Skema") yang disediakan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Lampiran I 
Perjanjian ini. 

 
PASAL 3 

PELAKSANAAN PERJANJIAN 
 

(1) PIHAK PERTAMA akan menggunakan layanan penerbangan yang dioperasikan PIHAK 
KEDUA, selama penerbangan pesawat PIHAK KEDUA tersedia, untuk perjalanan 
Anggota, Pegawai, Keluarga dan Relasi PIHAK PERTAMA baik di dalam maupun luar 
negeri. 

(2) PIHAK KEDUA akan memberikan potongan harga (diskon) Tiket khususnya untuk rute 
internasional serta manfaat lain untuk setiap pembelian Tiket yang pernbayarannya 
dilakukan oleh PIHAK PERTAMA. 

(3) PIHAK PERTAMA harus menunjukkan bukti berupa salinan tanda pengenal identitas 
tanda Anggota atau identitas pegawai (ID card), kartu keluarga (bagi Keluarga Anggota 
dan Pegawai PIHAK PERTAMA) atau bukti lain sesuai dengan ketentuan PIHAK 
KEDUA. 

 
PASAL 4 

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK 
 

Selain sebagaimana dimaksud pada ketentuan lain dalam Perjanjian ini, hak dan 
kewajiban masing-masing PIHAK adalah sebagai berikut : 
(1) PIHAK PERTAMA berhak: 

a. Menerima segala manfaat dari layanan transportasi udara dengan Skema yang 
disediakan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Lampiran I Perjanjian 
ini.  

b. Menerima pengembalian dana refund sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
di PIHAK KEDUA dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dari waktu ke waktu.  

c. Menunjuk Agen yang ditunjuk. 
 

(2) PIHAK PERTAMA wajib: 
a. memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat 

perubahan Agen Yang Ditunjuk; 
b. PIHAK PERTAMA akan mematuhi ketentuan Skema tercantum dalam 

Lampiran I Perjanjian ini. 
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(3) PIHAK KEDUA berhak: 
a. untuk menerapkan sistem pengembalian Tiket dan aturan penalti dalam hal 

Penumpang mengubah jadwal maupun melakukan refund sesuai dengan 
ketentuan Skema sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini. 

b. melakukan sosialisasi di lingkungan PIHAK PERTAMA. 
c. menerima informasi secara tertulis terkait perubahan Agen yang ditunjuk oleh 

PIHAK PERTAMA. 
(4) PIHAK KEDUA wajib menyediakan layanan angkutan udara bagi PIHAK PERTAMA dan 

memberikan manfaat dari layanan transportasi udara dengan Skema yang disediakan 
oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. 

 
PASAL 5 

PEMBELIAN 
 

(1) Pembelian Tiket dapat dilakukan melalui Kantor Penjualan ........... call center, 
dan/atau melalui Agen Yang Ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
Perjanjian ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. 

(2) Dalam hal terjadi perubahan Agen Yang Ditunjuk, maka PIHAK PERTAMA 
berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 
(empat belas) hari kalender secara tertulis dalam bentuk surat, serta akan dianggap 
sebagai bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. 

 

PASAL 6 
PEMBAYARAN 

 

(1) Pembayaran pembelian Tiket oleh PIHAK PERTAMA dilakukan melalui Agen Yang 
Ditunjuk atau saluran distribusi lainnya seperti call center dan Kantor Penjualan 
.............sesuai dengan peraturan yang berlaku di setiap saluran distribusi tersebut. 

(2) Semua pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan 
ditanggung dan/atau dibayar oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang - 
undangan yang berlaku di Indonesia. 

 
 

PASAL 7 

JANGKA WAKTU PERJANJIAN 

(1) Perjanjian ini berlaku efektif dan mengikat PARA PIHAK terhitung mulai tanggal 
............2022 sampai dengan tanggal ........................ 2022. 

(2) PARA PIHAK dapat memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini secara tertulis dalam 
bentuk adendum Perjanjian ini, dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan 
tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum 
tanggal berakhirnya Perjanjian ini. 

 
PASAL 8 

KERAHASIAAN 
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(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan atas seluruh data dan informasi, 
termasuk diantaranya data dan informasi institusional PIHAK PERTAMA, data dan 
informasi pribadi data dan informasi layanan PIHAK KEDUA, hak atas kekayaan 
intelektual, dan informasi lain yang diberikan terkait dan sehubungan dengan 
Perjanjian ini. 

(2) Dalam hal terdapat PIHAK yang menerima permintaan resmi dari otoritas yang 
berwenang berdasarkan hukum yang berlaku, keputusan administratif yang resmi 
atau proses pengadilan yang meminta informasi rahasia, maka PIHAK yang 
menerima permintaan harus segera memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK 
Iainnya paling Iambat 7 (tujuh) hari kerja, sepanjang diperbolehkan Oleh hukum dan 
peraturan yang berlaku. 

(3) Kewajiban Informasi Rahasia yang diatur dalam ayat (1) Pasal ini berlaku selama 
jangka waktu Perjanjian ini dan setelah berakhirnya Perjanjian ini untuk waktu yang 
tidak terbatas, kecuali apabila Informasi Rahasia dipublikasikan Oleh PIHAK Pemberi 
Informasi Rahasia di masa mendatang. 

(4) Ketentuan dalam ayat (1) Pasal ini tidak berlaku untuk informasi sebagai berikut: 
a) yang pada saat pengungkapannya, telah menjadi pengetahuan umum atau 

yang kemudian menjadi pengetahuan urnum bukan karena kesalahan PIHAK 
penerima informasi rahasia; 

b) yang pada tanggal pengungkapan sudah diketahui Oleh PIHAK penerima 
informasi rahasia dan PIHAK Iainnya dengan cara yang sah, dan PIHAK 
Penerima Informasi Rahasia tidak mendapatkan informasi tersebut dari PIHAK 
pemberi informasi rahasia;  

c) yang diisyaratkan untuk dipublikasikan Oleh Undang-Undang atau oleh 
Pengadilan atau Oleh PIHAK berwenang atau instansi Pemerintah atau Oleh 
peraturan bursa efek dimana PIHAK pemberi informasi rahasia atau afiliasi 
mereka tunduk dibawahnya. 
 

(5) Apabila salah satu PIHAK melanggar ketentuan atas kerahasiaan, maka PIHAK yang 
melanggar dianggap lalai terhadap Perjanjian ini, dan PIHAK yang tidak melakukan 
pelanggaran dapat memutuskan Perjanjian ini dan/atau melakukan tuntutan hukum 
kepada PIHAK yang melanggar ketentuan atas kerahasiaan. 

 
 

PASAL 9 
PEMBEBASAN 

 
(1) PIHAK PERTAMA setuju untuk membebaskan dan melindungi PIHAK KEDUA, baik 

direksi, maupun seluruh pegawai PIHAK KEDUA dari segala macam kerugian, 
tuntutan dan/atau gugatan atas kerugian, kehilangan, kerusakan dan Iain-Iain, baik 
berupa gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari PIHAK PERTAMA, dan/atau 
PIHAK ketiga Iainnya yang disebabkan karena kelalaian, kesalahan, dan/atau 
tindakan PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini. 

(2) PIHAK KEDUA setuju untuk membebaskan dan melindungi PIHAK PERTAMA dan    
seluruh pegawai PIHAK PERTAMA dari segala macam tuntutan dan/atau gugatan 
atas 
kerugian, kehilangan, kerusakan, dan Iain Iain, baik berupa gugatan perdata maupun 
tuntutan pidana dari PIHAK KEDUA, direksi maupun pegawai PIHAK KEDUA, 
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dan/atau PIHAK ketiga Iainnya yang disebabkan karena kelalaian, kesalahan, 
dan/atau tindakan PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini. 

 
 

PASAL 10 
PENGALIHAN PERJANJIAN 

 

(1) Masing-masing PIHAK tidak diperkenankan mengalihkan seluruh hak dan kewajiban 
dalam Perjanjian ini kepada PIHAK Iainnya. 

(2) PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk mengalihkan 
sebagian hak dan kewajiban dalam Perjanjian kepada PIHAK ketiga tanpa 
persetujuan tertulis dari PIHAK yang satu kepada PIHAK Iainnya. 

(3) Dalam hal salah satu PIHAK mengalihkan sebagian pekerjaan kepada PIHAK ketiga 
dengan persetujuan tertulis PIHAK Iainnya, maka PIHAK yang melakukan pengalihan 
Perjanjian wajib memberikan jaminan bahwa PIHAK ketiga yang menerima 
pengalihan Pekerjaan mempunyai kualifikasi dan kualitas minimal sama dengan 
PIHAK yang melakukan pengalihan Perjanjian dan bertanggung jawab sepenuhnya 
atas segala akibat dan biaya yang timbul dari pengalihan tersebut, serta 
membebaskan PIHAK Iainnya dari segala bentuk kerugian, gugatan dan/atau 
tuntutan yang timbul dari pengalihan Perjanjian tersebut, serta wajib mengakhiri 
kontrak kerja sama dengan PIHAK ketiga dimaksud apabila pengalihan Perjanjian 
tersebut telah selesai dilakukan. 

(4) Apabila terjadi pengalihan Perjanjian tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal ini maka PIHAK yang melakukan pengalihan Perjanjian 
dinyatakan lalai dan PIHAK Iainnya berhak untuk memutuskan Perjanjian ini secara 
sepihak. 
 

PASAL 11 
PERNYATAAN DAN JAMINAN 

 
Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa: 
(1) Masing-masing PIHAK adalah badan hukum yang dibentuk/didirikan secara sah 

berdasarkan hukum negara asal masing-masing PIHAK, mempunyai kekuasaan dan 
kewenangan penuh untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, 
instrumen dan dokumen-dokumen Iainnya yang berhubungan dengan Perjanjian ini, 
untuk memiliki harta dan aset sendiri dan untuk menjalankan usaha Yang sedang 
dijalankan sekarang, dan memenuhi kualifikasi dan/atau terdaftar untuk melakukan 
kegiatan bisnis di yurisdiksi manapun dimana kualifikasi dan/atau pendaftaran 
tersebut dipersyaratkan. 

(2) Masing-masing PIHAK menjamin bahwa Perjanjian ini tidak bertentangan dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau dokumen 
pendirian (termasuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga) PIHAK KEDUA, 
serta tidak melanggar peraturan yang mengikat masing-masing PIHAK. 

(3) Masing-masing PIHAK telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan 
memperoleh semua persetujuan/perizinan sesuai dengan ketentuan dokumen 
pendirian masing-masing PIHAK dan/atau peraturan perundang-undangan yang 
berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini, dan wakil dari 
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masing-masing PIHAK yang menandatangani Perjanjian ini adalah perwakilan yang 
memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini. 

(4) Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang 
ketenagakerjaan PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keselamatan seluruh 
pegawainya yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini. 

(5) Masing-masing PIHAK menjamin bahwa dalam melaksanakan Perjanjian ini, 
masing- masing PIHAK akan tunduk dan patuh pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada undang-undang yang 
mengatur tentang tindak pidana korupsi serta larangan praktek monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat. 
 
 
 
 

PASAL 12 
WANPRESTASI 

 
PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA dinyatakan wanprestasi berdasarkan Perjanjian ini 
dalam hal: 

(1) Salah satu PIHAK mengalihkan seluruh atau sebagian Perjanjian kepada PIHAK 
ketiga, dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
Perjanjian ini. 

(2) Salah satu PIHAK memberikan pernyataan dan jaminan yang tidak benar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian ini. 

(3) Salah satu PIHAK tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dan kewajiban-
kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini. 
 

PASAL 13 

PEMUTUSAN PERJANJIAN 

(1) Selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian ini, masing-masing PIHAK 
dapat memutuskan Perjanjian ini dalam hal: 

a. PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA dianggap wanprestasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 Perjanjian ini; 

b. PIHAK KEDUA pailit. 
(2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, PARA PIHAK atau salah satu 

PIHAK setiap saat dapat memutuskan Perjanjian ini dengan pernberitahuan tertulis 
30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya kepada PIHAK lainnya dan dengan ini 
melepaskan haknya untuk melakukan tuntutan apapun kepada PIHAK yang 
memutuskan Perjanjian dalam hal terjadinya pemutusan tersebut. 

(3) Untuk pernutusan Perjanjian ini PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan 
ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

(4) Dalam hal terjadi pernutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) atau ayat 
(2) Pasal ini, atau dalam hal berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian ini, maka segala kewajiban PARA PIHAK yang 
telah timbul namun belum diselesaikan pada saat pemutusan atau pada saat 
berakhirnya Perjanjian ini, masih tetap berlangsung dan tunduk pada ketentuan-
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ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini sampai dengan kewajiban-
kewajiban tersebut diselesaikan oleh PARA PIHAK. 
 

PASAI- 14 
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE) 

 
(1) Hal-hal yang dapat dianggap sebagai keadaan kahar/force majeure dalam Perjanjian 

ini adalah, termasuk namun tidak terbatas pada, bencana alam, perang, huru hara, 
pernogokan, epidemi, pandemi, sabotase, kebakaran, peretasan dan kebijakan 
Pemerintah yang secara resmi berkaitan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian 
ini, serta hal-hal lain yang secara wajar tidak dapat dihindari karena berada di luar 
kemampuan atau kendali PARA PIHAK, sehingga salah satu PIHAK atau PARA PIHAK 
 tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. 

(2) PIHAK yang mengalami keadaan kahar/ force majeure tidak dapat  
dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu 
keadaan yang dianggap keadaan kahar/ force majeure. 

(3) Apabila terjadi keadaan kahar/ force majeure, maka PIHAK yang terkena Keadaan 
Kahar/Force Majeure harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada 
PIHAK lainnya selambat lambatnya 7 X 24 jam terhitung sejak terjadinya keadaan 
kahar/ force majeure.  

(4) Apabila dalam waktu 7x24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada 
tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya keadaan 
kahar/ force majeure tersebut dianggap telah disetujui. 

(5) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan musyawarah mengenai kewajiban-
kewajiban PIHAK yang terkena keadaan kahar/ force majeure dan kelanjutan 
pelaksanaan Perjanjian ini. 

(6) PIHAK yang mengalami keadaan keadaan kahar/ force majeure wajib untuk 
melaksanakan kembali berbagai kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesegera 
mungkin setelah keadaan kahar/ force majeure tersebut dinyatakan berakhir oleh 
PARA PIHAK. 

(7) PARA PIHAK sepakat bahwa apabila keadaan kahar/ force majeure telah 
berlangsung selama 60 (enam puluh) hari kalender dan salah satu PIHAK tidak 
dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka PIHAK lainnya 
berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini. 
 

PASAL 15 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

(1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK 
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk 
menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. 

(2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender musyawarah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk 
menyelesaikan perselisihan melalui kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat. 
 
 

PASAL 16 



86 
 

KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI 

 

(1) Setiap surat menyurat, komunikasi atau korespondensi dalam pelaksanaan 
Perjanjian ini akan diberitahukan atau disampaikan secara tertulis dan harus 
dikirimkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya alamat dengan rincian 
sebagai berikut : 

PIHAK PERTAMA 

Sekretariat Jenderal DPR RI 

Jalan Jenderal Gatot Subroto, 

Senayan, Jakarta 10270 

Telepon • (021) 5715297 

Biro Keuangan 

PIHAK KEDUA 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

 

(2) Masing-masing PIHAK akan segera memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK 
lain apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud diatas. 

(3) Setiap perubahan terhadap alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), akan diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya. 
 

PASAL 17 
KETERPISAHAN 

 
(1) Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan 

Pemerintah, keputusan badan peradilan, atau karena alasan apapun, salah satu atau 
lebih dari ketentuan dalam Perjanjian menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak 
berlaku, tidak mengikat, tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan, maka PARA 
PIHAK setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, 
berlaku, mengikat dan dapat dilaksanakan yang dari segi tujuan Perjanjian, hal mana 
akan ditetapkan atas persetujuan PARA PIHAK  

(2) Kecuali untuk ketentuan yang bersifat material, signifikan, atau yang menjadi dasar 
dari dibuatnya Perjanjian ini, apabila salah satu dari ketentuan-ketentuan dalam 
Perjanjian ini tidak berlaku, ilegal, atau tidak dapat dilaksanakan, PARA PIHAK 
menyetujui bahwa keberlakuan, legalitas, dan pelaksanaan dari ketentuan-
ketentuan lainnya tidak akan terpengaruh atau berkurang. Dalam hal tersebut PARA 
PIHAK akan melakukan amandemen Perjanjian ini, menggantikan ketentuan 
tersebut dengan ketentuan baru yang lebih baik atau ketentuan dimana, selama 
diperbolehkan secara hukum, akan mendekati apa yang dimaksud oleh PARA PIHAK 
dengan ketentuan tersebut. 

 

PASAL 18 

LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME, SUAP, DAN GRATIFIKASI 
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PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa: 

(1) PARA PIHAK mengetahui dan memahami kewajiban untuk patuh dan tunduk pada 
peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan 
perundang-undangan anti-korupsi, anti suap dan anti-gratifikasi; 

(2) PARA PIHAK atau masing-masing PIHAK tidak akan menawarkan, menerima atau 
menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apapun 
atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui 
atau patut dapat diduga berkaitan dengan implementasi Perjanjian ini; 

(3) Dalam hal salah satu PIHAK melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 
ini, maka PIHAK yang tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini 
berhak untuk memutuskan Perjanjian ini secara sePIHAK tanpa putusan pengadilan 
terlebih dahulu, dan PIHAK yang melanggar ketentuan ini wajib untuk menanggung 
segala kerugian yang dialami oleh PIHAK lainnya. 
 

PASAL 19 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

(1) Perjanjian ini diatur, diinterpretasikan, dan tunduk pada peraturan perundang-
undangan dan ketentuan hukum Republik Indonesia. 

 

(2) Setiap perubahan, modifikasi, atau pengaturan lebih lanjut terhadap hal-hal yang 
tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini harus atas persetujuan secara 
tertulis oleh PARA PIHAK serta dibuat dalam bentuk adendum/amandemen. 

 

(3) Hal-hal lain mengenai daftar agen yang ditunjuk, perhitungan penalty fee, dan 
besaran diskon diatur dalam Lampiran … dari Perjanjian ini. 

 

(4) Perjanjian ini tidak mengurangi hak dan wewenang PARA PIHAK untuk 
menyelenggarakan kerja sama sejenis dengan perusahaan penerbangan lainnya 
ataupun demikian sebaliknya dengan pengguna jasa angkutan lainnya atau 
sejenis maupun terkait. 

 
Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal sebagaimana disebutkan 
pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai 
kekuatan Hukum yang sama. 

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA 
 

 

 

 

 

INDRA ISKANDAR    Nama  .................. 

Sekretaris Jenderal  Jabatan....................... 
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Lampiran     Kartu Kendali Mentoring 
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Lampiran     Kartu Kendali Coaching 
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Gambar 1.4 Melaporkan dan Presentasi Aksi Perubahan kepada Sekretaris Jenderal DPR RI 
Bapak Dr. Ir. Indra Iskandar. M.Si 

 

Gambar 1.5  Presentasi Project Aksi Perubahan kepada Plt. Deputi Bidang Persidangan  

Gambar 1.6  Presentasi Project Aksi Perubahan kepada Deputi Bidang Administrasi 

Gambar 1.7  Dukungan Project Aksi Perubahan dari Kepala Biro Protokol dan Humas, 
Bapak Drs. Suratna, M.S.i 
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Gambar 1.9  Pemaparan dan Dukungan Project Aksi Perubahan dari Kepala Biro Keuangan, Bapak 

Rahmad Budi Aji   

Gambar 1.8  Pemaparan dan Dukungan Project Aksi Perubahan dari Kepala Biro Sumber 
Daya Manusia Aparatur, Bapak Dr. Asep Ahmad Saefulloh, S.E.,M.Si 

Gambar 1.10 Pemaparan dan Dukungan Project Aksi Perubahan dari Kepala Biro Hukum dan 

Pengaduan Masyarakat, Ibu Arini Wijayanti, S.H., M.H 

Gambar 1.11 Pemaparan dan Dukungan Project Aksi Perubahan dari Inspektur II 
Ibu Dr. Furconi Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn 


